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TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauh mana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2890./PS.00/X/2022 tanggal 31 OKTOBER 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi
D. Metodologi Pengawasan
1.	Pemeriksaan dokumen
2.	Wawancara
3.	Konfirmasi
4.	Observasi
5.	Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama 4 (empat) hari, tanggal 1 November 2022 s.d. 4 November 2022 di Pengadilan Agama Sijunjung dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. H. Amridal S.H., M.A., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	H. Masdi S.H., Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	3.
	Ismail S.H.I., M.A., Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
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BAB II
HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan
	NO
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Ketua PA Sijunjung telah membuat surat keputusan Hakim Pengawas Bidang nomor W3-A16/33/PS.01/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 para Hakim yang ditugasi dalam SK tersebut telah melakukan pengawasan untuk triwulan I dari Januari sampai Maret 2022.

Rekomendasi:
· Sesuai dengan maksud dari pengawasan, Pengawasan telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pengawasan Bidang telah sesuai dengan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan dibuat Laporan Triwulan dengan membuat kondisi, kriteria, sebab , akibat, dan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan temuan yang terdapat dalam pengawasan tersebut guna untuk kesempurnaan tugas.
	· Sudah ditindaklanjuti.
	Evaluasi Hasil Pengawasan Sudah diperiksa fisik hard copynya tentang Hawasbid sesuai dengan Temuan Hasil Pengawasan Termasuk untuk triwulan I, II dan III juga sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.Eviden terlampir

	2
	Kondisi:
· Mengenai keadaan perkara pada PA Sijunjung belum diumumkan secara elektronik sehingga masyarakat pencari keadilan belum bisa melihat apa saja yang bisa diselesaikan perkara secara transparan.

Rekomendasi:
· Sarana prasarana persidangan, hendaknya dusahakan/dilengkapi dengan baik, arus listrik, jaringan internet serta elektronik dilaksanakan, dibuat usulan tentang kebutuhan yang menyangkut hal-hal kebutuhan pelayanan publik.
	· Keadaan perkara pada PA Sijunjung sudah diumumkan secara elektronik baik melalui website maupun medsos sehingga masyarakat pencari keadilan  bisa melihat apa saja yang bisa diselesaikan perkara secara transparan
	Evaluasi Hasil Tindak lanjut temuan Pengawasan Keadaan perkara pada PA Sijunjung sudah diumumkan melelui elektronik, website dan  medsos masyarakat pencari keadilan sudah bisa melihat tahapan penyelesaian perkara secara transparanEviden terlampir



B. Administrasi Perkara
	NO
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Banyak terdapat kesalahan pada penginputan tanggal PMH dan PHS pada LIPA 1.

Rekomendasi:
· Agar pembuat laporan teliti dan cermat.
	· Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki kesalahan input tanggal PMH dan PHS pada LIPA1
	Hasil Monitoring da Evaluasi temuan Pengawasan tentang Penginputan Tanggal PMH dan PHS pada LIPA 1 telah ditindak lanjuti dengan memperbaiki Laporan LIPA I Kemudian implementasi temuan untuk bulan berikutnya telah sesuai dengan ketentuan Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Nomor : 3474/DJA.3/HM.00/10/2021, tanggal 07 Oktober 2021.Efiden terlampir

	2
	Kondisi:
· Banyak kesalahan penginputan tanggal pada LIPA 2 dan LIPA 3.

Rekomendasi:
· Supaya lebih hati-hati dan cermat dalam pembuatan laporan.
	· Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki input tanggal pada LIPA 2 dan LIPA 3
	Hasil Monitoring da Evaluasi temuan Pengawasan tentang Penginputan Tanggal pada LIPA2 dan 3telah ditindak lanjuti dengan memperbaiki Laporan LIPA 2 dan 3Kemudian implementasi temuan untuk bulan berikutnya telah sesuai dengan ketentuan Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Nomor : 3474/DJA.3/HM.00/10/2021, tanggal 07 Oktober 2021 Efiden terlampir

	3
	Kondisi:
· Masih ditemukan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang tidak ditandatangani  oleh Ketua Majelis.

Rekomendasi:
· Agar Ketua Majelis Hakim lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan administrasi perkara.
	· Sudah ditindaklanjuti dengan menandatangani PHS.
	Hasil Monitoring dan Evaluasi temuan Pengawasan sudah ditindak lanjuti yaitu Penetapan Hari Sidang (PHS) yang tidak ditandatanganioleh Ketua Majelis kemudian juga telah diimplementasikan untuk perkara berikutnyaEfiden terlampir

	4
	Kondisi:
· Masih ada beberapa Relaas Panggilan yang belum diinput di SIPP.

Rekomendasi:
· Agar semua Relaas secepatnya diinput dalam SIPP.
	· Sudah diperbaiki dengan menginput relaas pada SIPP
	Hasil Monitoring dan evaluasi temuan Pengawasan sudah ditindak lanjuti  Relaas Panggilan yang belum diinput di SIPP. telah diimput.Efiden terlampir



C. Administrasi Persidangan
	NO.
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· No. 375.pdt-G/2021  Bukti surat tidak diberi tanda P dan diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim.

Rekomendasi:
· Agar Majelis Hakim lebih hati-hati dan teliti dalam proses persidangan dan harus memedomani buku II tersebut yang mana setiap alat bukti setelah dicocokkan dengan aslinya, bila bukti tersebut lebih dari satu harus dibuat P2 dan seterusnya (harus diberit tanda P dan T).
	· Sudah diperbaiki, bukti surat pada perkara No. 375/Pdt.G/2021/PA.Sjj sudah diberi tanda P dan diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim.
	Evaluasi Hasil Tindak lanjut temuan PengawasanSudah ditindak lanjuti, bukti surat pada perkara No. 375/Pdt.G/2021/PA.Sjj sudah diberi tanda P dan diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim.Efiden terlampir

	2
	Kondisi:
· Berkas perkara no. 3/Pdt-G/2022/PA.Sjj, dalam Berita Acara Persidangan, susunan majelis Hakim ketiganya tertulis bertindak sebagai Ketua Majelis Tunggal.

Rekomendasi:
· Agar Ketua Majelis dan Hakum serta Panitera Pengganti lebih berhati-hati dan teliti dalam pemeriksaan perkara sehingga tidak ditemui kelengkapan kesempurnaan berkas.
	· Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki berkas BAS perkara No. 3/Pdt.G/2022/PA.Sjj
	Evaluasi Hasil Tindak lanjut temuan PengawasanSudah ditindak lanjuti, dengan memperbaiki berkas BAS perkara No. 3/Pdt.G/2022/PA.Sjj.Efiden terlampir

	3
	Kondisi:
· Berkas perkara no. 5/pdt-G/2022.  1. Dalam Berita Acara Sidang Pembacaan putusan tanggal 22 Januari 2022, sedangkan dalam putusan dibacakan tanggal 19 Januari 2022.  2. Dalam Berita Acara Penggugat menyerahkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya, tapi bukti fotokopi tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara (Bundel A).

Rekomendasi:
· Hakim dan Panitera yang bersidang supaya lebih cermat dan berhati-hati dalam penyelesaian proses perkara.
	· Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki BAS perkara No. 5/Pdt.G/2022/PA.Sjj yaitu menyamakan tanggal pembacaan putusan (19-01-2022) dan bukti fotocopi kutipan akte nikah sudah dilampirkan pada Bundel A.
	Evaluasi Hasil Tindak lanjut temuan PengawasanSudah ditindak lanjuti, perbaikan BAS perkara No. 5/Pdt.G/2022/PA.Sjj dengan menyamakan tanggal BAS pembacaan putusan (19-01-2022) dengan Pengucapan Putusan dan bukti fotocopi kutipan akte nikah sudah dilampirkan pada Bundel A.Efiden terlampir

	4
	Kondisi:
· No. 63.pdt-g/2022  Tidak sama amar putusan dalam berita acara sidang dengan amar yang tertulis dalam  putusan.

Rekomendasi:
· Supaya Majelis Hakim lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam pemeriksaan perkara sehingga tidak ditemui hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sebuah perkara.
	· Sudah diperbaiki dengan menyamakan amar putusan pada BAS dan putusan perkara No. 63/Pdt.G/2022/PA.Sjj
	Evaluasi Hasil Tindak lanjut temuan PengawasanSudah ditindak lanjuti, dengan menyamakan amar putusan pada BAS dengan amarputusan perkara No. 63/Pdt.G/2022/PA.Sjj.Efiden terlampir

	5
	Kondisi:
· No. perkara 98.pdt-G/2022  Materai dalam putusan tidak diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

Rekomendasi:
· Agar Ketua Majelis supaya lebih berhati-hati dan teliti waktu menandatangani putusan sehingga putusan itu lebih lengkap dan sempurna.
	· Sudah diperbaiki dengan memberikan paraf dan tanggal pada meterai putusan perkara No. 98/PDt.G/2022/PA.Sjj.
	Evaluasi Hasil Tindak lanjut temuan PengawasanSudah ditindak lanjuti, dengan memberikan paraf dan tanggal pada meterai putusan perkara No. 98/PDt.G/2022/PA.Sjj.Efiden terlampir



D. Administrasi Umum
	NO.
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Belum dilakukan penginputan data dukung realisasi PNBP berupa sewa rumah dinas pada aplikasi e-bima dari Januari sd Mei 2022.

Rekomendasi:
· Agar dilakukan pengisian rutin per bulannya.
	· Sudah dilakukan penginputan data dukung realisasi PNBP berupa sewa rumah dinas pada Aplikasi e-Bima bulan Januari s.d Mei 2022
	LHP telah di implementasikan secara berkelanjutan sebagaimana eviden terlampir

	2
	Kondisi:
· Belum dilakukan penginputan buku-buku perpustakaan pada aplikasi SLIM mahkamah agung.

Rekomendasi:
· Agar segera dilakukan penguploadan buku-buku pustaka ke dalam aplikasi SLIM.
	· Sudah dilakukan penginputan buku pustaka ke dalam Aplikasi SLIMS Mahkamah Agung
	1. LHP sudah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir2. Struktur perpustkaan belum ada3. Rak perpustakaan harus di perbaharui4. Belum ada motoviasi ASN untuk meminjam buku-buku perpustakaan

	3
	Kondisi:
· Belum ada eviden evaluasi PPNPN per triwulan dan SK perorangan PPNPN sesuai dengan format aturan terbaru.

Rekomendasi:
· Akan segera dibuat eviden evaluasi PPNPN per triwulan dan SK perorangan PPNPN.
	· Sudah dibuat eviden evaluasi rutin PPNPN triwulan I dan SK PPNPN per orangan tahun 2022
	LHP telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

	4
	Kondisi:
· Pembukuan keuangan, yang terdiri dari BKU-Buku Pembantu Kas-BP Bank- BP Kas Tunai- BP LS- BP Pajak- BP UM- BP UP- BP TUP- BP Lain2 belum dicetak dan ditandatangani di bulan Maret dan April.

Rekomendasi:
· Agar segera dicetak dan ditandangani
	· Pembukuan keuangan bulan Maret dan April 2022 dari Aplikasi Sakti sudah dicetak secara lengkap dan sudah ditandatangani.
	LHP telah di implementasikan secara berkelanjutan sebagimana eviden terlampir

	5
	Kondisi:
· Belum dilakukan pengisian e-monev Bappenas di bulan April 2022

Rekomendasi:
· Agar dilakukan pengisian rutin perbulannya.
	· e-Monev Bappenas bulan April 2022 sudah diisi.
	LHP telah di implementasikan secara berkelanjutan 

	6
	Kondisi:
· Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)  RKAKL belum ditempel di papan informasi publik

Rekomendasi:
· Agar segera dicetak dan ditempel di papan informasi
	· LRA dan RKAKL sudah ditempel di papan pengumuman/ informasi publik, juga sudah diupload di medsos
	LHP telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir



E. Kinerja Pelayanan Publik
	NO.
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Untuk pengamanan kantor, tidak ada buku piket. Yang ada hanya jadwal jaga, dan itupun hanya untuk bulan Januari sd Maret 2022. Sehingga untuk bulan berikutnya tidak ada.

Rekomendasi:
· Segera disediakan buku piket dan diisi dengan baik, sehingga dapat diketahui kegiatan yang lebih baik
	· Buku piket/mutasi jaga satpam tahun 2022 sudah tersedia dan sudah diisi secara rutin oleh Satpam.
	LHP telah di implementasikan sebagiamana eviden terlampir

	2
	Kondisi:
· Letak meja Hakim masih kurang dari 30 cm lebih tinggi dari lantai Ruang Sidang

Rekomendasi:
· Agar diusahakan untuk menyesuaikan dekorum Ruang Sidang dengan aturan yang ada atau standar yang ada
	· Akan dilakukan usulan anggaran perbaikan lantai ruang sidang. Kondisi ruang sidang PA Sijunjung saat ini sempit, baik dari segi luas ruangan maupun tinggi ruangan.
	LHP belum di implementasikan karena keterbatasan anggaran dan kondisi gedung

	3
	Kondisi:
· Masih banyak akta cerai yang belum diserahkan kepada para pihak.

Rekomendasi:
· Agar akta cerai secepatnya diserahkan kepada para pihak
	· Sudah ditindaklanjuti dengan membuat pengumuman pengambilan AC di medsos dan melalui sms notifikasi perkara kepada para pihak. Saat ini AC yang belum diambil pada umumnya milik Termohon/Tergugat. Pengadilan Agama Sijunjung tidak bisa mengirim secara langsung kepada Termohon/Tergugat karena terkait dengan adanya PNBP.
	LHP telah di implementasikan

	4
	Kondisi:
· CCTV online dalam aplikasi ACO tidak hidup.

Rekomendasi:
· Agar dilakukan perbaikan server secepatnya
	· CCTV Online pada Aplikasi ACO sudah hidup.
	LHP telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir
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BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN


A. Bidang Manajemen Peradilan


B. Bidang Administrasi Perkara


C. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan


D. Bidang Administrasi Umum


E. Bidang Kinerja Layanan Publik





BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sijunjung telah melakukan menindaklanjuti setiap uraian hasil pemeriksaan, namun tindak lanjut pada beberapa temuan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 


B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan kepada pimpinan Pengadilan Agama Sijunjung agar 
1. Menjaga konsistensi terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan terhadap temuan pemeriksaan dan;
2. Melaksanakan evaluasi kembali terhadap tindak lanjut temuan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan catatan yang tercantum pada kolom hasil evaluasi pada Bab II dan yang telah diekspos pada penutupan kegiatan monitoring dan evaluasi.


[bookmark: _Hlk73710771]Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawasan rutin/reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 4 November 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi


	1.
	

	Drs. H. Amridal S.H., M.A.
	(…………………………..)


	2.
	

	H. Masdi S.H.
	(…………………………..)


	3.
	

	Ismail S.H.I., M.A.
	(…………………………..)
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